
www.jdih.banglikab.go.id 
 

 
 
 

BUPATI BANGLI 
PROVINSI BALI 

 
       PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI 

NOMOR  12  TAHUN 2016 

 
TENTANG 

 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI                 

NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI BANGLI, 

 

Menimbang 
 
 

 

: 
 

a. bahwa sehubungan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli 
yang mengatur tentang Kawasan Tanpa Rokok tidak 
sesuai dengan perkembangan Peraturan Perundang-

undangan maka, Peraturan Daerah Kabupaten Bangli 
Nomor 9 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok perlu 

ditinjau;  
 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah 
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten 

Bangli Nomor 9 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa 
Rokok; 

 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah 

Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan 
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 

 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

 
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang    

Kesehatan  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2009  Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5063); 
 

 



www.jdih.banglikab.go.id 
 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

 
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang 

Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 36, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4276); 

 
6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang 

Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa 

Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5380); 

 
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 
 
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 8 tahun 2008 

tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan 
Pemerintahan Kabupaten Bangli (Lembaran Daerah 

Kabupaten Bangli Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 7); 

 

 
Dengan Persetujuan Bersama 

 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  KABUPATEN BANGLI 

 

dan 
 

BUPATI BANGLI 

  
MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI NOMOR 9 

TAHUN 2014 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.  
  

 
Pasal I 

 

Ketentuan Pasal 10 ayat (1) dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 
tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 
2014 Nomor 9) diubah sehingga keseluruhan Pasal 10 berbunyi sebagai 

berikut: 
 

Pasal 10 
 

(1) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat kerja dan tempat 

umum harus menyediakan tempat khusus merokok. 
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(2) Tempat khusus merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 
memenuhi persyaratan:  

 
a. merupakan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung 

dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik; 

b. terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan ruang lain yang 
digunakan untuk beraktifitas; 

c. jauh dari pintu masuk dan keluar; dan 
d. jauh dari tempat orang berlalu-lalang.  

 

 
Pasal  II 
 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangli. 
 

 
Ditetapkan di Bangli 
pada tanggal 3 Nopember 2016 

 
BUPATI BANGLI, 

 
ttd 
 

I MADE GIANYAR 
 

Diundangkan di Bangli 
pada tanggal 3 Nopember 2016 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI 

 
                    ttd 
 

IDA BAGUS GEDE GIRI PUTRA 
 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2016 NOMOR 12 
0 199 
 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI, PROVINSI BALI 
(12,86/2016)  

 
 
Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM 

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGLI, 

 

ttd 

 

IDA BAGUS MADE WIDNYANA,SH., M.SI 

PEMBINA TK.I (IV/b) 

NIP.19650210 199503 1 003 
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PENJELASAN 
ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI 

NOMOR 12 TAHUN 2016 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI                 

NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK 
 

I. UMUM 

Rokok mengandung zat adiktif yang sangat berbahaya bagi kesehatan 

manusia. Zat adiktif adalah  zat yang jika dikonsumsi manusia akan 
menimbulkan adiksi atau ketagihan, dan dapat menimbulkan berbagai 
penyakit seperti penyakit jantung dan pembuluh darah, stroke, penyakit paru 

obstruktif kronik, kanker paru, kanker mulut, impotensi,  kelainan kehamilan 
dan janin.  

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengamanatkan 

Pemerintah Daerah untuk mengatur penetapan Kawasan Tanpa Rokok. 
Pengaturan ini bertujuan untuk mencegah dan mengatasi dampak buruk dari 

asap rokok. Pasal 115 ayat (2) menentukan bahwa pemerintah daerah wajib 
menetapkan kawasan tanpa rokok di wilayahnya. Kabupaten Bangli telah 
membuat Peraturan Daerah Tentang Kawasan Tanpa Rokok Nomor 9 Tahun 

2014, namun dalam perjalanannya ada koreksi dari Putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 57/PUU-IX/2011 yaitu pasal 10 ayat (1) yang selanjutnya 
berbuni Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat kerja dan 

tempat umum harus menyediakan tempat khusus merokok.  
Kawasan Tanpa Rokok merupakan tanggung jawab seluruh komponen 

bangsa, baik individu, masyarakat, lembaga-lembaga pemerintah dan non-
pemerintah, untuk melindungi hak-hak generasi sekarang maupun yang akan 
datang atas kesehatan diri dan lingkungan hidup yang sehat. Komitmen 

bersama dari lintas sektor dan berbagai elemen akan sangat berpengaruh 
terhadap keberhasilan kawasan tanpa rokok.   

 
 
II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 

 Cukup jelas. 

 Pasal 2 

 Cukup jelas. 

 
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGLI NOMOR 10 

 

 

 

 

 
 


